
BUPATI BANGGAI 
PROVINSI SULAWESI TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI 
NOMOR i TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR IvIINUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BU PAT1 BANGGAI, 

Menitnbang : a. bahwa air mirum dan air bersih merupakan salah satu kebutuhan 
dasar manusia yang harus tersedia sesuai standar kesehatan dan 
terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat; 

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian 
layanan penyediaan air minum yang hersih, sehat, produktif dan 
berkelanjutan kepada masyarakat maka upaya penguatan dan 
penyesuaian regulasi kedalam peraturan daerah perlu dilakukan 
secara berkala dan berkelanjutan; 

c, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan 
mengenai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Air 
Minum Kabupaten Banggai yang dibentuk berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Banggai Nomor 9 Tahun 1992 
tentang Pendirlan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Daerah Tingkat 11 Banggai (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 1 
Seri D Nomor 1), perlu disesuaikan bentuk hukumnya berclasarkan 
Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha 
Milik Daerah; 

d. bahwa berdakarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ((5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonnesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan 

Da.era.h-da.erall Tingkat 11 di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik 
Indoneuia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

3, Undan.g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah.an 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali trakhir dcngan 
Undang-Undang Nomor 11 Trihun 2020 tentang Cipta Kerja 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indoneala Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Radan Usaha 
Milik Daerah (Lembaran Neg,ara Republik Indonesin Tahun 2017 
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6173); 

Dengan Persetujua.n Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI 

dan 

13UPATI BANGGAI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR 
MINUM. 

BAD I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan 
1. Perusahaan Umum Daerah. Air Minum Kabupatert Danggai yang aelnnjutnya 

disebut PERUMDA Air Minurn adalah Perusahaan Urnum thterah Air Minum yang 
seluruh modalnya i imI1i1d oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. 

2. PERUMDA Air Minum Kabupaten Banggai adalah Badan Usaha MWk Daerah 
yang bergerak dibidang pelaya.nan air minum. 

3. Kuasa Pemilik Modal yanp, selanjutriya disingkat KPM adalah Bupati yang 
mewakili Pernerintah Daerah dalam kepemilikan kekEtyaan Daerah yang 
dipisahkan pada Perusahaan, Uraum Daerah Air MillUM cinn merupak.an organ 
Perusahaan Umtun Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi 
dalarn Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan 
yang tidEtk diserahkan kepada Dewan Peng,awas atau Direksi. 

4. Dewan Pengawas adalah Organ Peruaahaan Umum Daerah ynng herutgas 
melakukan pengawasan dan memberikan naaehat kepada direkai dalam 
menjaLankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daeralt 

5, Direksi adnInh organ BUMD yang bertanggungjnwab atas pengurusan BUMD 
untuk kepentingan dan tuittan BUMD serta. mewakili I3UMD baik di dalam 
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggara.n dasar. 

6. Pegawai adalah Pegawai PeruSAIIPIHri Umum Daerah Kabupaten Banggai. 
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanju tnyk4 disaigkat SPAM merupakan e,atu 

kesatuan sarana dan pra.sarana penyeKbaan air minum. 
8. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kehijakan biaya jasa 

layanan air minum yang ditetapkan oleh Bupati untuk petnakai.an setiap meter 

kublk (M3) atau satuan volunw lainnya yang diberikan oleh PERUMDA Air Minum 
KehupWn Ranggai yang walib dibayar oleh pelatiggan‘ 
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9. Persatuan Perusahaan Air IVIinum Seluruh Indonesia yang selEuijutnya disebut 
PERPAMSI adalah merupakan asosiasi Pb.:RUMDA Air minum aeluruh Indunesia. 

10. Kekayaan Daerah yang dipisahknn adalah pengelolaannya diluar dari 
pengelolaan pernerintali daerah dan bertuluan untuk mempernleh bagian Iaba 
atas Icepemilikan atau penyertaan modal dari basil peritwiolaa.n kekayaan daerah 

yang dipiaahkan. 
1 1. Daerah adalah Kabupaten Hanggai. 
12. Pemerirnah Daerah adakb Kepala Daerah sebagai unour penyelenggara 

Pemerinwhan Daerah yang rnernimpin pelalcsanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

13. Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
liernbaga Perwalcilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

BAB II 
B1DANG USAHA 

Pasal 2 

(1) Bidang usaha PERUMDA Air IVIinurn yaitu melaksanEtkan sebagian kewena.ngan 
Pemerinta.h Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi 
kebutuhan masyamkat dan usaha lainnya dalam biciang penyedia.an air ininurn. 

(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mela1ui sistem 

jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan. 
(3) SPAM dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat berupa : 
a. air baku; 
b. unit produksi; 
C. unit distribusi; dan./atau 
d. unit pelayanan. 

(4) SPAM bukan melalui jaringan perpipaan sebagaiman.a dimaksud pada ayat (2) 
dapat berupa : 
a. terminal air; 
b. mobil tangki air; dan/atau 
e. bentuk lainnya yang memungkinkan. 

(5) rientuk lainnya yang meraungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf c dapat dilaksanakan apabila eakupan layanan PERUMDA AIN MINUM 
sudah meneapai 1 00')/Q (seratus persen). 

BAB 111 
NA1VIA. DAN KEDUDUKAN 

Pasal 3 

(1) Perusahaan yang mengelola air minum di Kabupaten Bunggai de•ngan nnmn 
PERUMDA Air Minum Kabupaten Banggai. 

(2) PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) menggunakan Logo 
berbentuk gambar bangunan menara air berwau-na. 
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OrBentuk, warna dan perbandingan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tcreanturn dalam Lampiran yang menipakan bagian tidsk terpisahkan 

dari Peraturan Daerah Ini. 

Pasal 4 

(1) PERUMDA Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah. 

(2) Wilayah kerja PERUMDA Air Minum meliputi wilayah Daerah dan sekitarnya. 

BAB IV 
MODAL DAN PENDANAAN 

Bagian Kesatu 
Modal 

Pasal 5 

( 1 ) Muda 1 11 lU M DA Air Minum terdiri dari scluruh kekayaan PERUMDA Air 
Minum yang merupakan kekayttau Daerah yang dipisabkan. 

(2) Penambahan modal untuk pengembangan PERUMDA Air Minurn terdirt atas : 
a. penyertaan modal Daerah; 
b. pinjaman; 
c. hibah; 
d. Subsidi; dan/ atau 
e. sutnber modal lainnya. 

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada a.yat (2) huruf a 
ditetapkan dengan Pe.raturan Daerah 

Ragian Kedua 

Pendanaan 

Pasal 6 

PERUMDA Air Minum dapat mencari sumber pendanaan sendiri dalam 
pengembangan usahanya dengan persetujuan 13upati selaku KPM yang dapat 
diperoleh melalui 
a. LEtba modal sendiri; 
b. Pinjaman; 
c. Kerjaaama dengan Pihak Ketiga; dan/atau 
d. T-Tibah dari Pcmcrintab Pusat, Pemefinta.h Provinsi, Pemerintab Daerab Lain atau 

Pihak Lain. 

BAB V 
ORGAN PERUMDA AIR MINUM 

Susunan Organ 

Pasal 7 

OrgaTi PERUMDA Air Minum terdiri dari: 
a. Bupati aelaku KPM; 
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b. Dewan Pengawas; dan 
c. Direksi. 

Baginn Kesatu 
KPM 

Pasal 8 

KPM merupakan organ PERUMDA Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi 
dalam PERUMDA dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada 
Direksi atau Dewan Pengawas. 

Bagian Kedua 
Dewan Pengawa8 

Paragraf 1 
Pengangkatan 

Pasal 9 

(1) Dewan Pengawas yaitu tuisur pengawasan operasional PERUMDA Air Minum 
yang bertanggung jawah kepada KPM. 

(2) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah yang tidak 
bertugas melaksanakan Pelayanan Publik, profesional dan/atau masyarakat 
konsumen yang berdomisili di Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh 
KPM. 

(3) Pengangkatan anggota DeWall Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan KPM. 

Pasal 10 

Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan: 
a. Sehat jasmani dan rohani; 

b. Memaharni (menguasai) manajemen perusahaan di bidang pengelolaan alr 

minum; 
e. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
d. menyediakan waktu yang cokup unink melaksanakan tugasnya; 
e. berijasah paling rendah Strata 1 (S1); 
f, berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; 
g. tidak terikat hubungan keluaiga, dengan Bupati, Wakil Rupati, Dewan Peneawam 

yang lain atau Direkai sampai dprajat kptiga haik menurut garis lurus atau 
kesarnping termasuk menantu dan ipar; 

h. tidak menjadi pcnguroa dan/atau anggota partai politik dan/atau calon Bupati 
atau calon wakil Bupati dan/atau calon/anggota legislatif; 

i. tidak pemah dinyatakan 
j, tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
k, tidak pernah menjadi anggota Direkai, Dewan Yengawas, atau Komisaris yang 

dinyataian bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan 



Pasal 11 

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. 
(2) Seleksi sebagaim.ana dhrtaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya meliputi 

tahapan tiji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga 
profesional. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sehagaimana dimaksucl pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Supa.ti. 

Pasal 12 

(1) Jundah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. 
(2) Jural.ah anggota. Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang. 
(3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputuaan, pengawasan 
dan pembiyaan bagi PERUMDA Air Minum. 

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari satu orang anggota, satu 
orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan 
seorang diangkat sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan 
KPM. 

Pasal 

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat 
diangkat kemball untuk 1 (satu) kali masa jahatan. 

(2) Pengangkatan kenibali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dim.aksud pada 
ayat (1) dibuktikan dengan kine.rja dalam melakukan pengawnstan terhatinp 
pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PERUMDA Air Minum dalam 
meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat. 

Paragraf 2 
Tugas dan Wewenang 

Pasal 14 

Dewan. Pengawas memptmyai tugas: 
a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan 

dan pengelolaan PERUMDA Air Minum; 
b. memberikan pertimbangan dan saran kepadn KPM, baik diminta atau tidak 

diminta guna perbaikan dan pengembangan PERUMDA Air Minum dapat berupa: 
1, pengangkatan Direkai; 
2. program kerja yang diajukan oleh Direks1; 

3. reneana perubahan status kekayaan PERUMDA Air Tvrinurn; 
4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengem pihak lain; 
5, menerima, memeriksa dwVatau menandatangani Laporan Triwulan dan 

Laporan Tahunan; dan/atau 
6. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strates Bisnis (business 

planicorporate plan), dsn Renesns Bisnis dan Anggaran Tahunan PERUMDA 
Air Minum yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan. 

Pasal 15 

Dowan Pengawait dalam melakaanakan tugazuya empunyai wewenanx 
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a. menilai kineTja Direksi da.latn mengelola PERUMDA Air Minum; 
b, menilai LapOran Triwulan dan Lapnran Tahunan yang diSampaikan Direksi untuk 

mendapat pengeoahan KPM: 
c. merninta ketera.ngan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan 

PERUMDA Air Minum; 
d. mcngn rin 1 kA n pengangkatan, pembei hen Lian semen tku Laai da r 

pemberhentian Direkai kepada KPM; 
e. memberikan persetujuan atas usulan susunan organisasi clan tata kerja 

PERUMDA Air Minum. 

Pasal 16 

(1) Untuk membantu kelEtricaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat 
Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua. Dewan Pengawas. 

(2) Sekretariat Dewan Pengawas aehagaimana dimakaud pada ayat (1) 
beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang. 

(3) Segala hiayn yang berkaitan dengan diben.tuknya Sekretariat Dewan Pengawas 
dibebankan pada anggaran PERUMDA Air Minum dengan memperhatikan 
efisiensi pembiayaan PERUMDA Air Minum. 

Paragraf 3 
Penghasilan 

Pasal 17 

(1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan dan jasa pengabdian. 
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

a. Honorarium; 
b. Tunjangan; 
c. Fasilitas; dan/atau 
cl. Insentif kineria. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengha,silan Dewan Pengawas diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Pasal 18 

Dalarn hal PERUMDA Air Minum memperulch keuntungan, Dewan Pengawas 
memperoleh bagian jasa produksi secara proporsional dengan berpcdoman pada 
ketentus.n peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

(1) Pnrin netinp nkhir TrIFIRA jahatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat 
jasa pengabdian berupa uang SeCiara kolektif dari la.ba sebelum pajak pada tahun 
buku sebelum akhir masa jabatannya sebesar 2% (dua persen), dengan 
perban.dingan : 
a. untuk Dewan Pengawas berjuntlah 2 (dua) orang, Ketua mendapat 60%(enam 

puluh persen) dan anggota mendapat 40% (empat puluh persen); 
b. untuk Dewan Pengawas yfing herjumlah 3 (tiga) orang, Ketua menclapat 40% 

(empat puluh persen) dan anggota masing-masing sebesar 30% (tiga puluh 

persen); dan 
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c. untuk Dewan Pengawns ynng herjumlnh lehih dari (tiga) nrang, Retua 
mendapat 309b (tiga puluh persen) dan anggnta secara kumulatif sehesar 70% 
(tujuh puluh persen). 

(2) Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan dengan horrnat sebe1um 
masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian berupa uang dengan 
.5iyaint menj>thinktm tuu,aanya paling singliRt 1 (satu) tahim 

(3) Desarnya jasa pengabdian bempa uang aebagaimana dirnakaud pada Ayat (2) 
didasarkan atas perhitungan lamanya bertugaa dibagi masa jabatan dikalikan 
unng jasn hulan terakhir. 

Paragraf 4 
Pemberhentian 

PaSal. 20 

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena: 
a. masa jabatannya berakhir, 
b. meninggal dunia; atau 
e. diberhentikan sewaktu-waldu. 

Pasal 21 

(1) Dalam hal jabatsn anggota Dewan pengawas berakhir karena rna_sa_ jabatannya 
berakhir sebagalmana dirnaksud dalam Pasal 20 huruf a, anggota Dewan 
Pengawas wajib tnenyarnpaikan laporan pengawasan tugas akhir masa 
jahnin n nyn 

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagirnana dimaksud pada ayat (1) wajib melaixirkan 
sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belurn dilaporkan paling lambat J. 
(satu) bulan setelah berakhir masa. jabatannya. 

(3) Lapora.n pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh ICPM untuk memperpanjang atau 
memberhentikan anggota Dewan Pengawas. 

(4) Laporan Pengurusan tugas akhir ma.sa jabatan anggota Dewan Pengawas yang 
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan 
tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publie kepada KPM tahunan. 

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, 
Pelaksarkaan tugas pengawasan PERUMDA Air Minurn dilakaanakan oleh KPM. 

Pasal 22 

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagalmana dtmaksud pada Pasal 20 
hurufc karena 
a. Tidak dapat mektksztnakan tugas; 

b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan daniatau ketentuan 
anggaran da.aar; 

c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada 
PEKuivIDA Air minum, Negara dan/atau Daerah; 

d. Diduga melakukan tindak pidana; 
e. Mengundurkan diri; 



(2) 

f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesusi 
dengan ketentuan Peratunan Pertmdang-Undangan: daniatau 

g. T1/4idak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemetintah 
Daerah seperti restrukturisasi, iikuldasi, akulsisi, dan pembubaran 
PERUMDA Air Minum; 

h, Mencapai batas usia 64 (enam puluh empat) tabun; 
Pemberhentian anggota Dewan Pengnwas sehagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan (lungan Keputusan KPM. 

Pasal 23 

(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagalmana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh KPM. 

(2) Paling lambat 1 (satu) bulan, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh 
anggota Dewan Pengawas untuk meneta.pkan peraberhentian sementara. 

(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan. KPM belum melakukan rapat scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pemberhentian sementara belum dapat dilaksanakan. 

(4) Pemberhentian semantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan KPM, 

Pasal 24 

(1) Apabila rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) anggota Dewan 
Pengawas yang diberhentikan sernentara tidak hadir tanpa alasan yang sah, 
yang bersangku.tan dianggap menerima hasil rapat. 

(2) Bilamana yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d, yang 
bersangkutan direhabilitasi. 

(3) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan 
tindEtk pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang 
hersungkutan diherhentikan dengan tidak hormat, 

Bagian Ketiga 
Direksi 

Paragraf 1 
Pengangkatan 

PARAI 25 

(1) Direksi dlanglatt oleh KPM Atk1:1 uaul newirin PengAwfik. 

(2) Usulan Dewan Pengawas seba.galmana dituaksud pa.da.ayat (1) terdlri dari unsur 
independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 
60 (enarn puluh) tahun. 

Pasal 26 

(1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Warga Negara Indone2ia; 



b. sehat dasmani dan Rohani; 

e memiliki keahlian, integritas, kepe.mimpinan, pengalamant Perilaku 
yang baik, dan dedikasi yang anngat tinggi untuk raemajukan dan 
mengembangkan PERUMDA Air Minum; 

d. mernahaml penyeienggarnan Pemerin dt-han Daerah; 

e. memahami Manajemen PC111 ahaan khususnya Pengelolaan Perusahaan 
Daerah (BUMD); 

f, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha PERUMDA Air Minum; 

g. mempunyai pendidikan Satjana Strata 1 (S-1); 

h. mempunyal pengalaman kerja 5 (lima) tahun dibidang Manjerial Perusahaan 
berhadan Hukum dan pernah memimpin Tim; 

i. saat diangkat pertama kali berumur paling re.ndah 35 (tiga pu1uh lima) tahun 
dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. 

j. membuat dan menyajikan proposa1 mengenai viai dan misi PERUMDA AIR 
MTNUTvf; 

k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan 
Pengawas, atau Direksi 1Harnyn Nampai derajat ketiga menurut garis lurus 
atau kesamping termasuk menantu dan ipar; 

1. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau ealon 
Bupati atau ealon wa.kil Bupati dan/atau ealon /anggota legislatif; 

m, lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Pansel yang 
ditetapkan. oleh Bupati; 

n, tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 

keuangan Negara atau Daerah; 
o. tidak sedang rnenjalani sanksi pidana; dan 

p. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan 
hersalah menyebabkan Badan Us,aha yang dipimpin dinyatakan pailit. 

(2) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus uji ke1ayakan dan kepalulan 
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut- m wajib menandatangani kontrak 
kerja (Pakta Integritas) sehohtm diangkat sehagai anggota direkst dihadapan 
KPM. 

(3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25 ayai (1) 

ditetapkan dengan Kcputusan KPM. 

(4) schekim menialankan tugaanya Direksi dilakukan petwitikari dan pengarnbibm 
sumpah jahatan oleh KPM. 

Pasal 27 

(1) Liunilah anggota Direksi tuituk PERUMDA Air Minum paling banyak 5 (lima) 
orang. 

(2) Penentuan jumlah anggota Direksi schagaimana dirnakaud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PF.RU MDA A1R 
M1NUM. 

(3) Direksi berjumlah paling banyak 5 (ama) orang sebag~a dimaksud pada 
ayat (1), seorang diantaranya dlangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan 

penilaian terbaik atas hasil uji k-elayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh 
Tim Pansel terhadap seluruh Direksi. 
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Paragraf 2
MaGa Jahalan 

Paaal 28 

(1) Maaa Jabatan Direksi paling larlia 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kerabab 

untuk 1 (satu) kali Masa jabatan, kecuali: 

a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang,an, 

clzun 
b. Dalam hat artggota Direksi merntliki keahlian kbusus dan/atau prestaxiyang 

sangat haik, dapat diangkat untuk 3 (tiga) kali masa jabatan. 

(2) Pengangkatan kembali scbagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 

dalam hal Direksi terhukti marnpu rueningkatkan kinerja PERDMDA Air Minum 

dan pelayanan kebutuhan air minum Irepada masynrakat Getiap lahun. 

Paragraf 3 
Larangart 

liasal 29 

(1) Dircksi diiHrting Inffriangku jbHIHrl rangkap, yakni 
/4. jabatan struldwal atau furigsiona1 pada instansi/lenthags Pcmcrintah Pusat 

dari Perntwintah Da.erah; 
b. anggota Direksi pada RIIMD lainnya,UUMN dan/atau badan wa1ui swata.; 
e. jabatan lialunya Sesual dkirimn ketenivan pere.turah perundang-undkuijoLu. 

(2) Direksi tidak bolch merriputiyai kepentinr,an pribadi secara lanputic :4 i:-411 tihk 
1:4TiBaung yang dapat menimbulkan benturari kepentingan pada. PERUMDA Air 
Minum. 

(3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tlikenakan sanksi 
administrasi berupa diberhentika.n aewaktu-waktu dari jabatan sebagal anunta 
oireksi. 

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimakstal pada ayat (3) tidak ditaksanakan 
oleh KPM paling larnm 20 (dum puluh) hari kerja sejalc yang beraangkutan 
diangkat mernangku jabatan baru sebagai anggota. Direksi, jabatan laiva yang 
bersangkutan sebagai anzgots. Direksi dinyatakanberakhir. 

Paragraf 4 
Penunjukan Pejabat Sementara 

Pasal 30 

(1) Apabila Gampai berakhirnye maaa jabatan Dirckei, pengangkatan Direksi baru 
rnasih dalam proscs penyelesaian, KPM dapat men unjuk/mengangkat Direksi 
atau seorang Pejabat Struktural PERUMDA Air Minum sebagai pejabat 
sementank Direkai. 

(2) Pengangkatan pejabat sementara scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan KPM. 

(3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling hitril$ 6 
(enam) butan dan tidak dapat diperpanjang. 

(4) Pejabzi.t sernentara sebagaimana dimakaud pada ayat (1) tidak dilakukan 
pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. 
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(5) Selarna seorang Pejabat Struktural diangkat sebagai pejabat sementara Direksi, 
tidak herhnk atas penghasilan Direksi. 

Pasal 31 

(1) Pejabat sementara sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 28 mempunyai tugas 
dan kewenanga.n yang sama dengan 

(2) Pejabal sementzra sebagaimana climaksud patia ayst ( l) dalam melaksanakan 
tugas dan wewenang tidak diperbolehkan 
a. mengangkat dan memberhentikan pegawai; 
b. menetapktur SUSUI12111 Urgalli8a81 dall Laikt kerja PERUMDA Air Mill urn; dan 
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi. 

Pasal 32 

(1) Apabila Direksi hanya satu dan berhalangan sementara, KPM dapat menunjuk 
pejabat struktural PERUMDA Air Minum sebagai pelaksana tugas (Plt) Direksi. 

(2) Pejabat Struktural seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai 
pelaksana tugas (P1t) Direksi, tidak herhak atas penghasilan Direksi, 

Paragraf 5 
Tugas dan Wewenang 

Pasal 33 

Direksi mempunyai tugas: 
a. menyusun pereneanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh 

kegiatan operasional PERUMDA Air Minum; 
b. membina pegawai; 
e. mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDA Alr Minum; 
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; 
e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lims) tahunan (business plani corporate 

plan)yang disahkan oleh KPIV1 melului usul Dewun Penguwas; 
f. menyu.sur dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan 

PERUMDA Air Minum, yang incrupakan penjabaran tahumut dari Rencana 
Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) kepada KPM melalui Dewan 
Penga.wa,s; dan 

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDA Air Minurn. 

Pasal 34 

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dfinaksud dalam Pasal 33 
mempunyai wewenang; 
a. rnengangkat dEtn memberhentikan pegawai PNRUMDA Air Minum berdasarkan 

ketentuan peraturan peruntiang-undangan; 
b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDA Air Minum dengan 

persetujuan Dewan Pengawas; 
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Dircks1', 
d. mewakili PERUMDA Air Minum di d1 n dan di lus.r pengadilan, 
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PERUMDA Air 

MinUT11; 
f. mmataiddttitIoni Latwari Bultintin, Trtivuln citin Laparetn Talinman; 
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g. menjual, menjarninkan atau me1epasIoin aset milik PERUMDA Air Minum 
berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan 

h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalarn peijanjian, dan melakukan 
kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan 
Pengawas dengan menjaminkan aset PERUMDA Air Minum. 

Paragraf 6 
Dana Representatif 

Pasal 35 

Dalarn ran.gka mendukung kelancaran pengelolaan. PERUMDA Air Minum, 
Direksi dapat diberikan dana representatif. 
Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling 
banyak 75% (tujuh puluh iima persen) dari jurnlah penghasilan Direksi dalarn 1 

(satu) tahun. 
Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cliatur oleh 
Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. 

Paragraf 7 
Penghasilan dan Cuti 

Panal 36 

(i) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. 
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. tunjangan perawatan/keschatkin yang Inynk termanuk istriisuarni dan anak; 
dan 

b. tunjangan. lainnya. 
(3) Dalam hal PERUMDA Air Minum memperoleh keuntungan, DIreksi memperoleh 

bagian dari jasa pn)duksii. 
(4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian darijasa produksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan 
pendapat Dewan Pengawas dan kematnpuan keuangan PERUMDA Air 

(5) Ketentuan lehih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan 
Dupati. 

Pasal 37 

(1) Direksi setiap ak.hir masa jabatan dapat dibcrika.n jasa pengabdian berupa uang 
paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari laba sebelum pajak pada tahun buku 
sebelum akhir masa jabatannya. 

(2) Dalarn hat jurniah airekst lebih dari 1 (satu ) orang, maka perbandingan jasa 
pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan srbagai berikut : 
n. untuk Direksi berjumlah 2 (dua) orang, Direktur Utama mendapat 60% 

(enam puluh persen) dan anggota mendapat 40% (empat puluh persen); 
b. untuk Direksi beerjumlah 3 (figa) orang, Dircktur Utama mendapat 10% 

(empat puluh persen) dan masing-masing Direktur mendapat 309,4 (tiga puluh 
persen). 



(3) Direksi yang berhenti atau diberhentikan dengan horrnat sehelum mass 

jaba.tan.nya berakhir dapat diberikEtn jasa pengabdian berupa uang dengan 
syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun. 

(4) i3esarnya jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksUd pada ayat (2) 

didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dlbagl masa jabatan dikalikan 
penghasilan bulan terakhir. 

(5) Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai PERUMDA .Air MiTIUTTI berhak menerimn 

jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelah 
menyelesaikan tugas sebagal Direksi belum mencapal usia penslun yang 
bersangkutan dapat menjadi Pegawai kembali. 

Pasal 38 

(1) Direksi memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat 
persetujuan KPM atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cuti sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

Paragraf 8 
Pemberhentian 

Pasal 39 

(1) Direksi berhenti karena: 
a. meninggal dunia, 
b. masa jabatarmya berakhir; dan/atau 
c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

(2) Direkal diberhentikan karena: 
a. tidak dapat rnelaksanakan tugas; 
b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan 

anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada 

PERUMDA Alr Minum, Negara dan/atau Daerah; 
d, diduga melakukan tindak pidana; 
e. mengundurkym diri; 
f. tidak lagi memenuhl persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 
g. tidak terpilih lagl dalam hal adanya perubahan kebijaloan Pemerintah Daerah 

seperti restrukturisasi, lilcuidasi, akuisisi dari pembubaran PERUMDA Air 
Minum; 

h. meneapal batas usla (enam puluh) tahun; 
(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

KPM. 

Pasal 40 

1. Dalam hal Jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir 
sebagaimana dimaksud dglarn Pasal 39 huruf b, anggota Direksi wajih 
menyampalkan laporan pengurusan tuga.s akhir masa jabatan paling lambat 3 
((ip) hulan nehelum heralrhir mnr4A jeihntrinfivn 
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2. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa 

pelaksanaan Lugas pengurusan yang helum dilapo~ paling lambat 1 (satu) 
bulan setelah beralchir rnasn jnhntannya. 

3. Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan 

rekomendasi atas Kinerja Direksi kcpada Pemegang Saham. 

4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penliaian dan rekomendasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) aehagai dasar pertimbangan KFIvf untuk 
memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. 

5. Laporan pengurusan Tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir 
masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau 
audit tahunan dari Kantor Akuntan publik dan disampaikan kepada KPM 
Tahunan. 

Pasal 41 

(1) Direksi diberhentikan sewaktu-waktU sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 
huruf c karena 
a. tidak dapat melaksanakan tugas; 
b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan 

anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan keru&lan pada 

PERUMDA Air Minum, Negara dan/atau Daeruh; 
d. diduga melakukan tindak pidana; 
e. mengundurkan diri; 
f. tidak lagi mcmenuhi pereyaratan scbagai anggota Direksi sesuai dengan 

ketentuan perEtturan perundang-undangan; 
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah 

seperti restrukturinatlj, likuilasi, akuisisi dan pembubaran PERUIvIDA Air 
Minum; dan/atau 

h. mencripai brituti usia 60 (enam pnluh) tahun; 
(2) Pemberhent1an Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

KPM. 

Pasal 12 

(1) Direksi yang diduga melakukan perhuntan sehaga imana dima ksud dalam Pasal 
41 ayat (2) huruf e dan huruf d dibethenlikan semenlara oleh KPM alau usul 
Dewan Pengawei. untuk jangka waktu palin.g lama 1 (aatu) bulan. 

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan. oleh 
KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. 

Pasal 43 

(3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh 
Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau 
direhabilitasi. 

(4) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil rapat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) 5ebagai balian KPM untuk weraberhentikan atau mmhabilitasi, 
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(5) Datarn hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi yang 
dibi n1ikn sementara tidak hadir tanpa alawn yang aah, yang bersangkutan 
dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas. 

(4) Dalarn hal perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidann 

dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang 

bersangkutan diberheutiktut dengan tidak hormat. 

JE3A13 VI 
KEPEGAWAIAN 
Bagian Kesalu 
Pengangkatan 

Pasal 44 

(1) Pengangkatan, peinlyinaan dan pernberhentia-n Pegawai PERUMDA Air Minum 

merupalcan kewenangan Direksi. 
(2) Jumlah Pegawai diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan 

keuangan Perusahaan. 

Pasal 45 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (1) harus tnemenubi perayaratan sd)agai herikut 

a. Warga Negara indoncsia; 
b. Sehat Jasmarn dan Rohani yang clibuktikan dngan Surat KeterangEm Dokter 

setempat; 
c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukura yang dibuktikan dengan SKCK 

dari Kepciliaian aetempat; 
d. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlia.n yang diperlukan; 
e Mernpunyai Tjamh paling rendah SMA atau yang sederaiat, 
f. natas Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga 

puluh lima) Inhun; 
g. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat sehagai Pegawai instansi 

Pemerintah atau Swast ; 
h. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai 

Peru wahaan iam; 
i. Tidak menjadi pengurus Partai Po1itik; dan 
j. Uyarat-ayarat lain yang ditetapkan uleli Jii 
Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimakaud dalam Pasal 42 dilakukan 
setelah melaltu masa pereobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 
(enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian ketja setiap unsur 
paling sedikit bemilai baik. 
Apahila pada akhir masa pereobaan calon pegawai tidak mernenuhl persaratan 
uebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang 
pesangon, 

(2) 

(3) 

Pasal 46 

(1) Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan 
pnrigkiat, golongun <lini nj i pokol< un i tletigHti ijuinI t yttrig 
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(2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan keput usan direksi sesuai dengan ketentuan yang berlak-u. 

PFI 8141 47 

(1) Direksi memberikan penghargaan kepada: 
a. pegawai yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 

(tiga puluh) Tahun secara terus menerus dan hasil peni1ain prestasi kerja 
dalam 2 (dua) Tahun terakhir rnenunjukan nilai rata-rata baik; 

b. pegawai yang telah menunjukan prestasi kerja atau herjasa ataa 
pengembangan PERUMDA Air Minum dapat dijadikan teladan bagi pegawai 
lainnya; 

c. pegawai yang akan mernasukt pensiun. 
(2) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Direkth. 

Pasal 48 

(1) Batas usia pensiun pegawai PERUMDA Air Minum 56 (lima puluh cnam) tahun. 
(2) Pegawai yang memasuld masa pensiun dapat diherikan kenaikan pangkat 

penga.bdian setingkat lebih tinggi dari pangkat teralchirnya dengan ketntuan 
paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir, 

Bagian Kedua 
Penghasilan dan Jasa 

Paragraf 1 
Penghasilan 

Pasal 49 

(1) Pegawai PERUMDA Air Minum berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan 
lainnya yang aah aesuai dengan pangkat, jenis peketjaan dan tanggung 
jawabnya. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; 
a. Tunjangan pangan; 
b. Tunjangan kesehatan; dan 

c. Tunjangan lainnya. 
(4) Tunjangan kesehatan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan 

kepada Pegawai beGerta keluarganya yang menjadi Langsu ligaimyu 
(5) Tunjangan keachatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 

pengobatan aaniatau perawatan di Rtunah. Sakit, PU8kC811.14:113, Kliuik dan 1ain-
lain yang pelaksanaamiya ditetapkan dengan keputusan Direksi. 

((5) Pembertan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum. 

Pasal 50 

(1) Pegawai yang beristrlisuaml dlbertkan tunja~ istri/suamt berdasarkan 
ketentuan Peru ndang-undangan. 
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(2) Pcgawai yang mernpunyaI anak yang henimur k-urang dari 21 (dua puluh aatu) 
tahun, belum mempunyai penghazilan cndiri atau 1.X:111M StAll tidak menikah 
diberikan tunjangan anak yang beBaniya. berdauarkan Puraturan Purundang-
undangan. 

(3) l'unjangan anak sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 

sampai umur 25 (dua puluh lima) Lahun dalam hai anak masih 

bursukolah/kuliah yang dibuktikan dengan surnt keterangan dari 
sekolahlperguruan tinggi. 

Paragaf 2 
Jasa 

Pasal 51 

Dalam hal PERUMDA Air Minum memperoleh keuntungan, pegawai diberikan baglan 
darijasa produksi sesuai dengan kernatnpuan keuangan PERUMDA Air Minurn. 

BAB VIT 
CUTT 

Pasal 52 

(1) Peg,a.wai yang dapat me p roleh hak euti meliputi: 

a. Cuti tahunan; 

b. Cuti besar atau euti untuk tn naikan Tbadah Haji; 
e. Cuti saldt; 

d. Cuti dengan alaan penting; 
e. Cuti nikah; 

f. Cuti bersama; 

g. Cuti bersalin; dan 

h. Cuti di luar tanggungan PERUMDA Air Minum. 

(2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimann dimaksud pada ayat (1) tetap 
diberikan penghasilan penuh, kenunIi euti diluar tanggungan PERUMDA Air 
Minum. 

BAB VIII 
DADIA P1.;14 1UN 

Pasal 53 

(1) Pegawai berhak atas jandhan hari tua atau dana pensiun dananya dihimpun 
usaha PERUMDA Air Minurn atau iurdn pegawai yang ditetap1.;:u1 dengan 

Keputusan DIreksl. 
(2) Besarnya tunjangan jaminan hari tun sebagaimann dimaksud pridn nynt (1), 

didasarkan atas perhitungan gaji. 
(3) Knte:ni-unn yang meligAttir mengenmi jaminkm hari tkia bcrciaar1.an Peraturz.kri 

Perundan.g-undangan. 
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Pasal 54 

Direksi dan pegawai PERUMDA Air Minum wajib diikutsertakan pada program 

dana pensiun yang diselenggarakan oleh nana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau 

Dana Penaiun Lembaga Keuangan. 
Penyelenggal}lfrin, program dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan atas pertimbangan oPtimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi 

dan pegawai sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Anggaran pensiun Direksi dan pegawai bersumber dari: 
a, anggaran PERUMDA Air Minum, aesuai kemampuan keuangan 

PERUMDA Air Minum, 
b. iuran direksi dan pegawai. 

Pasal 55 

Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan 
pemberian honorarium yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Direksi 

dengan berpedoman pada upah minimum kabupaten. 
Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimakaud pada ayat (1) talak 
diperbolehkan Trienclud uld jabatan. 

13AB IX 
ASOSIASI 

Pasal 56 

(1) PERUMDA Air Minum wajib menjadi anggota PERPAMSI, 
(2) PERUMDA Air Minum dapat memanfamkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang 

menjembatani kegiaum kerjasEulia aritara PERUMDA Air Minum da1am negeri 
dan asostas1 perusahaan air mmum luar negeri dan berkf')nnlinAAI dengan 
instansi terkait di pusat dan daerah. 

DAB X 
TAHUN BUKU, ANGG.ARAN DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Tab u n Ruk 

Pasal 57 

Tabun buku PERITMDA Air Minum ynitu tnhun takwim. 

Finginn Keclua 
Anggaran 

Pasal 58 

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan 
penjabaran tahunan dari renc.ans bisnis. 

(2) Rencana keija dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
mcmuat rcncana rinci program kerja do.n anggarnn tahunan. 



Direksi menyampaikan reneana kerja cian anggaran kepada, Dewan Pengawas 
paling kunbat pada akit it balan Nopember untuk ditandatangani beraama. 
Rencana keija dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan 

Petwwas disampaikan kepada KPM untuk tnendapatkan pengeaahan. 

Dalam hal sa.mpai dengan permulaan tahun huku KPM belum mengesahkan 

dan tidak mengemukakan keberatan atau tidak mcnolak reneana keTja dan 

anggaran PERUMDA Air Minum, maka anggara.n tersebut berlaku sepenulmya. 

Dalam hal Reneana Kerja dan Anggaran PERUMDA Air Minum (RKAP) ditolak, 
maka PERUMDA Air Minum dapat menggunakaniberpecloman pada Rencana 
KeTja dan Anggaran PERUMDA Air Minum (RKAP) tahun sebelumnya. 
Penambahan atau perubahan Reneana Kerja dan Anggaran PERUMDA Air 
Minum (RKAP) dalam tahun buku berjalan, hanya dapat dilakukan dengan 
persetujuan dari Dewan Pengawas dan disahkan dalam bentu.k Keputusan KPM. 

Baglan Ketiga 
Pelaporan 

Pasal 59 

(I) Direksi barus menyusun dari tnenyarnpaikan laporan seiuruh kegiatan 
PERUMDA Air Minum, yang terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan tahunan. 

(2) Laporan kegiatan PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan. 

(3) Direksi harua rnenyarnpaikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, 
Laporan Laha Rugi dan Laporan Arus Kas 

(4) Laporan kegiatan operasional dan keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayal 

(2) disampaikan seeara berkala kepada KPM iielalui Dewan Pengawats. 

(5) Setimp tahun Direksi wajib menyampaikan kegiatan operasional dan laporan 
keuangan yang terdiri dari neraea dan perhitungan laba rugi yang telah diaudit 
olch audiWr independen kepada KPM rnelalui Dewan Peng,awaa. 

(6) Laporan Tahunan sebagaimana dimakuud pada ayat (5) disampaikan paling 
lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PERUMDA PERUMDA 
Air Minum ditutup untuk disahkan dalam bentuk Keputusan KPM setelah 
mendapat pertimbangan Dewan Pengawas. 

BAB Xl 
PENEl'AilAN DAN PENGOUNAAN LABA 

Pacal 60 

(1) Laba bersih PERUMDA Air Minum aelelab clikurangi f.kkjz.k dan telah disahkan 
oleh KPM, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut : 
a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk bagian laba untuk Daerah; 
b. 20% (dua puluh persen) untuk eadangan urnum; 
c. 25% (dua puluh lima persen) untuk jasa produksi; 
d, 10% (sepuluh persen) untuk sumbangan dana pensiun dan Imbalan ke.rja; 
e. 10% (sepuluh persen) untuk CSR (coorporatf? mmial 

(2) Esagian laba untuk Daerah sebagannana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeralt 
(A PRI )) tahun a.figgaran berikutnya. 

2ft 



(3) Dalam hal penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dirnakaud 
pada ayat (I) huruf b bilamana tidak lercapai tujuan nya dapat dialihkan untuk 
penggunaan lain dengan persetujuan KPM actelah mendapat pertimbangan 
Dewan Pengawas. 

(4) Tata r,arn penggunaan bagian laba sebagaimana climaksud pada ayat (I) 
huruf szt.rnr).4; (lenwri 1iuruft diatur oleh Direksi. 

BAB XII 
TARIP AlR M1NUM 

Pabal 61 

( I) Tarif air minum PERU MDA Air Minum ditetapkan oleh KPM berdasarkan U L11flT1 
DIreksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. 

(2) Penetapan tarif sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dapa.t dilakukan oleh 
Direksi setelah mendapat persetujuan KPM. 

(3) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip: 

a keterjangkauan dan keadilan; 

b. mutu pelayanan; 

c. pemulihan biaya; 

d. efesiensi pemakaian air; 

e. transparansi dan akuntabilitas; 

f. perlin.dungan air baku. 

(4) Komponen yang dlperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi : 
binyn opernai dan petnellharaan; 

b. biaya depresiasi/nmortisasi; 

c. biaya bunga pinjaman; 

d. biaya lain; daniatau 

e. keuntungan yang wajar. 
(5) Penyusunan tarif tahunan dilakukan dengan fortnula indeksasi dengan 

inmperliitungkan : 

a. nilat indeka inflnai tnhunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan 
instansi pernerintah yang berwenang; 

h. beban bunga pinjaman; dan/atau 

e. parameter lain sesuai kontrak petjanjian kerjaaama. 

(6) Perrinjauan tarif seeara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang 
mengakibaikan diperlukan nya peruhahan rencana kerja peruaaltatto _ 

(7) Untuk kesinarnbungan pelayanan PERUMDA Air Minum paling laina 1 (satu) 
tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif. 

(8) Peninjsuan tarif sehagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diusulkan 
oleh direksi kepada KPM znelalui Dewan Pengnwas untuk ditetapkan, 

(9) Dalam hal KPM menolak usul penctapan tarifyang diajukan Direksi, Pemerintah 
Daerah walib mengupayakan suhsidi untuk menutup kekurangannya melalui 
An~an Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundaug-tuidatigan. 

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pelayanan PERIJMDA Air Minum diatur 

dengan Peraturan Hupati. 



BAR X111 
PENGADAAN BAR.ANG .DAN JMA 

Pasal 62 

(1) Pengadaan barang dan jasa PER U M DA Air Minu rn clilaksanakan dengan 

memperhatikan prinuip efisiensi thul bansparans1. 

(2) Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan dasa PERUMDA Air IVIinum 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

FIAll XIV 

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI 

Pasal 63 

(1) Dewan Pengaw,as, Direksi dan senma pegawai PERUMDA Air Minum yang 

karena tindakari melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang telah 

menimbulkan keruglan bagi. PERUMDA Air Minurn, diwajibkan mengganti 
kerugian tersebut. 

(2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugl sebagwmana dimaksuri pacla ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XV 
BINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 64 

(1) Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh KPM. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olch tim yang 

ditetaplum den,gan keputusan KPM. 
(3) Pengawassm sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan 01ch 

Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di biclang pengawasan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-uridangan. 

BAB XVI 
PEMBUBARAN 

Pasal 65 

(1) Pembubaran PERUMDA Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
(2) Pembubaran PERUMDA Air Minum sebagaimana dimak8ud pada ayal (1) 

dilaksanakan ole.h Panitia Pemhuharan Perunahaan yang ditela.pkan dengan 
Keputusan KPM. 

(3) Panitia Pembubaran bertanggung jawa.b kepada KPM. 
(4) Dalam hal terjadi pernbubaran sebagaimana dimaksud dalam ayo.t (1), maka 

kekayaan daerah hasil pembubaran meujadi inilik daelah. 

BAB XVII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 66 

Pada anat Peraturan Daerah ini mulai beriaku 
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huruf b 
Cukup Jelas. 

huruf c 
Cukup ,Ielas. 

huruf d 
Cukup Jclas. 

huruf e 
Surnber modal lainnya antara lain bantuan modal pibak ketiga yang 

tidak mengikat, penjualan aset dan sewa asset. 
ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Pasal 6 

Cukup Teln R. 

Pasal 7 
Cukup Jelas. 

Pasal 8 
Cukup Jelas. 

Pasal 9 
Cukup Jelas, 

Pasal 10 
Cukup Jelas. 

Pasal 11 

Cukup Jelas. 
PaSni 12 

Cukup Jelas. 
Pasal 13 

Cukup Jelas, 
Pasal 14 

Culcup Jelas. 
Pasal 15 

Cukup Jelas. 
Pfigal 16 

Cukup Jelas. 
Pasa1 17 

Cukup Jelas. 
Pasal 18 

Cukup Jelas. 
Pasal 19 

Cukup Jelno 
Pasal 20 

Cukup jelas. 
Pasal 21 

Cukup Jelas, 
Pasal 22 

Cukup Jclas. 
Pasal 23 

Cukup Jelas. 
Pasal 24 

Cukup Jelas. 
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Pasal 25 
Cukup Jelas. 

Pasal 26 
ayat (1) 

huruf a 
Cukup Jclaa. 

huruf b 
Cukup 

huruf e 
Cukup Jelas. 

huruf d 
Cukup Jelas 

huruf e 
Cukup Jelas. 

huruf f 
Cukup Jelas. 

huruf g 
Cukup Jelas. 

huruf h 
Cukup Jelas. 

huruf i 
Cukup Jelas. 

huruf j 

Cukup Jelas. 
huruf k 

Cukup Jelas 
hurufl 

Cukup Jelas. 
huruf m 

Tim Pansel uji kelayakan yang ditetapkan oleh Bupati dapat berasal 
dari 
a. dewan Pengawaa; 
b. lembaga Profesional; 
c. akadernisi; dan 
d. anggota DPRD. 

huruf n 
Cukup Jelas. 

huruf o 
Cukup Jelan. 

huruf p 
Cukup Jelfis. 

ayat (2) 
Cukup Jelas. 

ayat (3) 
Cukup Je1as. 

ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Pasal 27 
Cukup Je1as. 

Pagial 28 



hund a 
Cukup Jelas 

huruf b 
Keahlian khusus atau prestasi diteatukan melalui evaluasi 
kerja direksi yanc dilakukan oleh dewan 

ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 29 
Cukup Jelas. 

Pasal 30 
Cukup Jelas. 

Pasal 31 
Cukup Jelas. 

Pasal 32 
Cukup Jelas. 

Pasal 33 
Cukup Jelas_ 

Pasal 34 
Cukup Jelas, 

Pasal 35 
Cukup Jelas. 

Pasal 3e) 
Cukup Jelas. 

Paual 37 
Cukup Jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup Jelas. 

Pasal 40 
Cukup JelaR. 

Pasal 41 
Cukup Jelas. 

Pasal 42 
Cukup Jelas. 

Paual 43 
Cukup Jelas. 

Pasat 44 
Cu ku p , 

Patm.1 45 

Cukup Jetas. 
Pasal 46 

Cukup Jelas. 
Pasal 47 

Cukup Jelas. 
Pasal 48 

Cukup Jelas, 
Pasal 49 

Cukup jelas. 

prograui 



Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
ayat (1) 

Cukup Jelas. 
ayat (2) 

Cukup Jelas. 
ayat (3) 

Cukup Jelas. 
ayat (4) 

Cukup Jelas. 
ayat (5) 

Cukup Jelas. 
ayat (6) 

Cukup Jelas. 
ayat (7) 

Cukup Jelas. 
ayat (8) 

Peninjauan tarif achclum ditetapkan di1on3ultawikeun terlebih dahulu ke 
DPRD rnelalui kornisi terkait. 

ayat (9) 
Cukup Jelas. 

ayat (10) 
Cukup Jelas. 

Pasal 62 
Cukup Jelas. 

Pasal 63 
Cukup Jelas. 

Pasal 64 
Cukup Jelas. 
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